
LEMBARAN DAERAH 
PROPINSI DAERAH TINGKAT I 

JAWA TENGAH

NOMOR : 2 TAHUN 1994 SERI : D NO : 2

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I 
JAWA TENGAH

NOMOR : 5 TAHUN 1993

TENTANG

ORGANISASI DAN TATAKERJA PENDIDIKAN DAN LATIHAN 
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

Menimbang : a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan dan 

mengembangkan pengetahuan, ketrampilan dan 
kemampuan aparatur / Pegawai Negeri Sipil di- 
lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I 
Jawa Tengah perlu adanya pendidikan dan latihan 
secara berdaya guna dan berhasil guna, oleh karena 
itu diperlukan adanya lembaga yang baku :

h. bahwa berhubung dengan itu dan sesuai dengan 
diktum KEDELAPAN Instruksi Menteri Dalam 
Negeri Nomor 18 Tahun 1992 tentang Petunjuk
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LEMBARAN DAERAH 
PROPINSI DAERAH TINGKAT I 

JAWA TENGAH 

NOMOR : 2 TAHUN 1994 SERI : D NO : 2 

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I 
JAWA TENGAH 

NOMOR : S TAHUN 1993 

TENTANG 

ORGANISASI DAN TATAKERJA PENDIDIKAN -OAN LATIHAN 
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH 

Menimbang : a. hahwa dalam ranska lchih mcningkatkan dan 
mengembangkan pengetahuan. ketrampilan dan 
kcmampuan aparatur / Pegawai Negcri Sipil di­
lingkungan Pemcrintah Propinsi Dacrah Tingka1 I 
Jawa Tcngah pcrlu adanya pcndidikan dan latihan 
sccara berdaya guna dan berhasil guna. oleh karcna 
itu dipcrlukan adanya lcmha!?a yang haku: 

h. bahu·a bcrhubung dcngan itu Jan scsuai tkngan 
dik1um KEDELAPAN Jnstruksi. ~kn1cri Dalam 
Ncgcri Nomor 18 Tahun 1991 •~•n1ang Pctunjuk 
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Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 19 Tahun 1992 tentang Organisasi dan 
Tatakerja Pendidikan dan Latihan Propinsi Daerah 
Tingkat I. maka dipandang perlu menetapkan 
Organisasi dan Tatakerja Pendidikan dan Latihan 
dimaksud dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : I. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 'tentang 

Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;

2. Undang - undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ;

3. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang 
Pokok - pokok Kepegawaian ;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 
1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 
1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan 
Wilayah ;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 
1992 tentang Organisasi dan Tatakerja Pendidikan 
dan Latihan Propinsi Daerah Tingkat I.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi 
Daerah Tingkat 1 Jawa Tengah

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH 
TINGKAT I JAWA TENGAH TENTANG ORGA­
NISASI DAN TATAKERJA PENDIDIKAN DAN 
LATIHAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA 
TENGAH.
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Pclaksanaan Kcputusan Mcntcri Dalam Ncgcri 
Nomor 19 Tahun 199~ tcntang Organisasi Lian 
Tatakcrja Pcndidikan dan Latihan Propinsi Dacrah 
Tingkat I. maka dipandang pcrlu mcnc1apkan 
Organisasi Jan Ta1akcrja Pcndii.likan Lian L~uihan 
Jimaksud dcngan Pcraturan Dacrah. 

I. Undang • undane Nomor S Tahon 1974 tenlang 
Pokok • pokok Pemcrinlahan Di Daerah: 

" Undang • undilng Nomor 10 Tahun 19S0 1entang 
Pcmbcntukan Propinsi Jawa Tcngah : 

J. Undang • undang Nomor 8 Tahun 1974 tcntang 
Pokok • pokok Kepcgawaian ; 

-'· Pcraturan Mcntcri Dalam Ncgcri Nomor 14 Tahun 
1974 tcntang Bcntuk Peraturan Dacrah ; 

5. Kcputusan Mcnteri Dalam Ncgeri Nomor 362 Tahon 
1977 tcntang Pola Organisasi Pcmcrintah Dacrah dan 
Wilayah; 

6. Kcputus:m Mcntcri Dalam Ncgeri Nomor 19 Tahun 
1992 tentang Organisasi dan Tatakcrja Pcndidikan 
dan Latihan Propin:.i Daerah Tingkat I. 

Dcngan pcrsctujuan Dewan Pcrwakilan Rakyat Daerah Propinsi 
Dacrah Tingkat I fawa Tcngah ' 

Mcnctapkan 
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MEM()TUSKAN 

PERA TURAN DAERAH PRO PI NS I DAERAH 
TINGKAT I JAWA TENGAH TENTANG ORGA· 
NISASI DAN TATAKERJA PENOIDIKAN DAN 
LATIHAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA 
TENGAH. 



BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I 

Jawa Tengah ;

b. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkai I 
Jawa Tengah ;

c. Pendidikan dan Latihan Propinsi adalah Pendidikan dan Latihan 
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang selanjutnya disingkat 
DIKLAT;

d. Widyaiswara adalah Jabatan Fungsional pada Pendidikan dan Latihan 
Propinsi Daerah Tingkai I Jawa Tengah yang mempunyai tugas 
mendidik, mengajar dan melatih pada penalaran, kursus dan latihan 
yang diselenggarakan oleh Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I 
Jawa Tengah atau Pemerintah Pusat.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

(1) DIKLAT adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang 
Pendidikan dan Latihan

(2) DIKLAT dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah, secara teknis 
fungsional dibimbing oleh Badan Pendidikan dan Latihan Departemen 
Dalain Negeri.

Pasal 3

DIKLAT mempunyai tugas membantu Gubernur Kepala Daerah dalam 
menyusun program dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi 
Aparatur/Pegawai Negeri Sipil dengan berpedoman pada kebijakan yang 
ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Dacrah ma yang dimaksud dengan : 

a. Pemerintah Daerah adalah Pemerinlah Propinsi Daerah Tingkal 
J awa Tengah ; 

b. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I 
Jawa Tengah ; 

c. Pendidikan dan Latihan _Propinsi adalah Pendidikan dan Latihan 
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang selanjulnya disingkat 
DIKLAT; 

d. Widyaiswara adalah Jabatan Fungsional pada Pendidikan dan Latihan 
Propinsi Dacrah Tingkat I Jawa Tengah yang mempunyai tugas 
mcndidik, mcngajar dan mclatih pada penataran, kursus dan l:uihan 
yang diselenggarakan oleh Pemerintah Propinsi Dacrah Tingkat I 

Jawa Teng.ah atau Pemerintah Pusat. 

B A B II 

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI 

Pasal 2 

(I) DIKLAT adalah unsur pcl:1ksana Pcmeriinah Dacrah di bidang 
Pendidikan dan Latihan 

(2) DJKLAT dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Gubernur Kcpala D:u:rah. secara tcknis 
fungsional dibimbing oleh Badan Pendidikan dan Latihan Departemen 
Dalam Negcri. 

Pasal 3 

DJKLA T mempunyai tugas membantu Gubcrnur Kepala Daerah dalam 
menyusun program dan melaksanakan pc-ndidikan dan pclatihan bagi 
Aparatur / Pegawai Ncgeri Sipil dengan berpedoman pada kehijakan yang 
di1etapkan olch Menteri Dalam Nereri. 
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Pasal 4

Untuk menyelenggarakan lugas dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini. 
DIKLAT mempunyai fungsi :

a. Perumusan bahan kebijakan, pelaksanaan analisis kebutuhan DIKLAT, 
penyusunan program pelaksanaan pendidikan dan pelatihan ;

b. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan ;

c. Pembinaan tenaga pengajar, peserta dan alumni DIKLAT;

d. Pembinaan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan daerah bawahan ;

c. Evaluasi dan penyusunan rekomendasi hasil pendidikan dan pelatihan 
dalam rangka pengembangan karier;

f. Pengelolaan penata usahaan. kepegawaian, rumah tangga, dokumen­
tasi. keuangan, dan perpustakaan.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Pertama

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi DIKLAT lerdiri dari :

a. Kepala Pendidikan dan Latihan ;

b. Bagian Tata Usaha ;

e. Bidang Teknis Fungsional ;

d. Bidang Penjenjangan ;

e. Bidang Hubungan Antar Lembaga ;

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagian Tata Usaha terdiri dari 4 (empat) Sub Bagian, Bidang Teknis 
Fungsional terdiri dari 3 (liga ) Seksi, Bidang Penjenjangan dan 
Bidang Hubungan Antar Lembaga masing-masing terdiri dari 2 (dua) 
Seksi.

(3) Bagian Tata Usaha dan Bidang dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing- 
masing dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala DIKLAT.

66

Pasal 4 

l 1ntuk menyclcnggarakan tugas dimaksud Pasal ~ Pcrnturan Dacrah ini. 
OIKLAT mcmpunyai rungsi : 

a. ·Pc:rumusan hahan kchijak:in. pclaksanaan analisis kchutuhnn DIKLA T. 
pcnyusunan program pclaksanaan pcndidikan dan pclatihan : 

h. Pclaksanaan pcndidik:m dan pelatihan ; 

,. Pemhinaan tcnaga pcngajar. pescrta dan alumni DIKLAT; 

J. Pcmhinaan pclaksanaan pendidikan clan pelatihan clacrah hawahan ; 

c. Evaluasi clan pcnyusunan rckomcndasi hasil pcndidikan dan pclatihan 
dalam rangka pcngcmbangan karier ; 

f. Pcngclolaan pcnala usahaan. kcpcgawaian. rumah tangga. dokumen­
tasi. kcuangan. dan pcrpustakaan: 

BAB Ill 

ORGANISASI 

Bagian Pertama 

Pasal 5 

( I l Susunan Org.inisasi DIKLA T tcrdiri dari 

a. Kcpala Pendidi~an dan Latihan : 

b. Bagian T:i.t:i. Usah:i ; 

c. Bidang Teknis Fungsional ; 

d. Bidang Penjenjangan ; 

c. Bidang Hubungan Antar Lembaga ; 

f. Kclompok Jab:i.tan Fungsional. 

(2) Bagian Tata Usaha terdiri dari 4 ( empat) Sub Bagian, Bidang Teknis 
Fungsional tcrdiri dari 3 ( tiga ) Seksi. Bidang Penjenjangan dan 
Bidang Hubungan Antar Lembaga masing - masing terdiri dari 2 (dua) 
Seksi. 

(3) Bagian Tata Usaha dan Bidang dimaksud ayat (I) Pasal ini, masing­
rnasing dipimpin oleh seorang Kepala, yang bcrada di bawan dan 
bcrtanggung jawab kepada Kepala DlKLAT. 
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(4) Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh Pejabat Fungsional 
senior selaku Ketua Kelompok.

(5) Bagan Organisasi DIKLAT, adalah sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Daerah ini.

Bagian Kedua 

Kepala DIKLAT 

Pasal 6

Kepala DIKLAT memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana 
dimaksud Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga 

Bagian Tata Usaha

Pasal 7

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan urusan surat menyurat, 
mengelola kepegawaian, rumah tangga, keuangan, menyusun program dan 
perpustakaan.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud Pasal 7 Peraturan Daerah ini. 
Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
a. Pengelolaan urusan surat menyurat;
b. Pengelolaan urusan kepegawaian ;
c. Pengelolaan urusan rumah tangga;
d. Pengelolaan urusan keuangan ;
e. Penyiapan bahan perumusan rencana dan program DIKLAT;
f. Pengelolaan urusan perpustakaan.

Pasal 9

(1) Bagian Tata Usaha terdiri dari :
a. Sub Bagian Administrasi dan Umum :
b. Sub Bagian Keuangan ;
c. Sub Bagian Program ;
d. Sub Bagian Perpustakaan.
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(4) Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh Pejahat Fung:sional 
senior selaku Ketua Kelompok. 

15) Bagan Organisasi DIKLAT. ada\ah schagaimana tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Daerah ini. 

Bagian Kedua 

Kepala DIKLAT 

Pasal 6 

Kepala DIKLAT memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana 
dimaksud Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Dacrah an,. 

Bagian Ketiga 

Bagian Tata Usaha 

Pasal 7 

Bagian Tata Usaha mcmpunyai tugas menyiapkan urusan surat menyurat. 
mengelola kcpegawaian. rumah tangga. keuangan. menyusun program dan 
pcrpustakaan. 

Pasal 8 

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud Pasal 7 Peraturan Daerah ini. 
Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi : 
a. Pcngelolaan urus.tn surat menyurat ; 
b. Pengelolaan urusan kepegawaian ; 
c. Pengelolaan urusan rumah tangga: 
d. Pengelolaan urusan keuangan ; 
e. Penyiapan bahan perumusan renc:ma dan program DIKLAT: 
f. Pengelolaan urusan perpustakaan. 

Pasal 9 

(I) Bagian Tata Usaha terdiri dari : 
a. Sub Bagian Administrasi dan Umum: 
b. Sub Bagian Keuangan; 
c. Sub Bagian Program; 
d. Sub Bagian Perpustakaan. 
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(2) Masing - masing Sub Bagian dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin 
oleh seorang Kepala, yang berada di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal 10

Sub Bagian Administrasi dan Umum mempunyai tugas melakukan urusan 
ketata usahaan, kepegawaian, pelayanan administrasi dan urusan rumah 
tangga serta penggandaan materi pengajaran.

Pasal 11

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan perencanaan 
pembiayaan, perbendaharaan, dan pertanggungjawaban.

Pasal 12

Sub Bagian Program mempunyai tugas menyiapkan data, merumuskan 
rencana dan program kerja, melakukan analisis dan menyiapkan bahan 
evaluasi serta laporan.

Pasal 13

Sub Bagian Perpustakaan mempunyai lugas melakukan pembinaan 
perpustakaan.

Bagian Keempat 
Bidang Teknis Fungsional 

Pasal 14

Bidang Teknis Fungsional mempunyai lugas menyiapkan pembinaan, 
melaksanakan pendidikan dan pelatihan teknis fungsional, dan penataran.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud Pasal 14 Peraturan Daerah ini, 
Bidang Teknis Fungsional mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana [«laksanaan penyelenggaraan pendidikan dan 
pelatihan :

b. Penyusunan kualifikasi dan pembinaan tenaga pengajar, peserta dan 
alumni ;

c. Penyiapan bahan pelajaran dan alat instruksi serta penyusunan 
laporan.
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.. 

(2) Masing • masing Sub Bagian dimaksud ayat (I) Pasal ini, dipimpin 
oleh seorang Kepala, yang berada di bawah dan berlanggung jawab 
kcpada Kepala Bagian Tata Usaha. 

Pasal 10 

Sub Bagian Administrasi dan Umum mempunyai tugas mclakukan urusan 
ke1a1a usahaan, kepegawaian. pelayanan administrasi dan urusan rumah 
tangga scrta penggandaan materi pengajaran. 

Pasal 11 

Suh Dagian Kcuangan mempunyai tugas melakukan perencanaan 
pcmbiayaan. pcrbcndaharaan, dan pertanggungjawaban. 

Pasal 12 

Sub Bagian Program mempunyai tugas mcnyiapkan data. mcrumuskan 
rcncana dan program kcrja, me\akukan analisis dan menyiapkan bahan 
cvaluasi scrta laporan. 

Pasal 13 

Suh Bagian Pcrpus1akaan mcmpunyai tugas melakukan pembinaan 
pcrpus1akaan. 

Oagian Keempat 
Bidang Teknis Fungsional 

Pasal 14 

Bi<lang Tcknis Fungsion::tl mcmpunyai tugas menyiapkan pembinaan, 
mclaksanakan pcnclidikan clan pelatihan teknis fungsional. dan pcnataran. 

Pasal 15 

Untuk rncnyelenggarakan tugas dimaksud Pasal I 4 Peraturan Daerah ini, 
Bidang Teknis Fungsional mcmpunyai fungsi : 

a. Pcnyusunan rcncana pclak~anaan penyelenggaraan pcndidikan dan 
pcl:.111han: 

h. Penyusunan kualifikasi dan pcmhinaan tcnaga pcngajar. pesena dan 
alumni; 

c Penyiapan hahan pclajaran dan alal ins1ruksi serla pcnyusunan 
laporan. 
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Pasal 16

(1) Bidang Teknis Fungsional terdiri dari :

a. Seksi Pemerintahan;
b. Seksi Pembangunan;
c. Seksi Administrasi.

(2) Masing-masing Seksi dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh 
seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Kepala Bidang Teknis Fungsional.

Pasal 17

Seksi Pemerintahan mempunyai lugas menyiapkan bahan pelajaran, alat 
instruksi, tenaga pengajar, menyusun kualifikasi calon peserta pendidikan 
dan pelatihan Pemerintahan.

Pasal 18

Seksi Pembangunan mempunyai tugas menyiapkan bahan pelajaran, alat 
instruksi, tenaga pengajar, menyusun kualifikasi calon peserta pendidikan 
dan pelatihan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Pasal 19

Seksi Administrasi mempunyai lugas menyiapkan bahan pelajaran, alat 
instruksi, tenaga pengajar, menyusun kualifikasi calon peserta pendidikan 
dan pelatihan Administrasi.

Bagian Kelima 

Bidang Penjenjangan 

Pasal 20

Bidang Penjenjangan mempunyai lugas menyiapkan pembinaan, pelak­
sanaan pendidikan dan pelatihan manajemen.

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud Pasal 20 Peraturan Daerah ini, 
Bidang Penjenjangan mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan 
pelatihan;
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Pasal 16 

(1) Bidang Tcknis Fungsional tcrdiri dari 

a. Seksi Pcmerimahan ; 
b. Seksi Pcmbangunan ; 
c. Seksi Administrasi. 

(2) Masing - masing Seksi dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin olcn 
scorang Kepala yang berada di bawah dan bcrtanggung jawab kcpada 
Kepala Bidang Tcknis Fungsional. 

Pasal 17 

Seksi Pcmerinlahan mcmpunyai tugas menyiapkan bahan pelajaran, alat 
instruksi, tenaga pengajar, mcnyusun kualifikasi calon pescrt.a pendidikan 
dan pclatihan Pemcrint.ahan. 

Pasal 18 

Scksi Pemb~ngurian mempunyai tugas menyiapkan bahan pelajaran, alat 
instruksi. tenaga pengajar, menyusun kualifikasi calon pcseria pcndidikan 
dan pclatihan Pembangunan dan Kcuangan Dacrah. 

Pasal 19 

Seksi Administrasi mempunyai tugas menyiapkan bahan pclajaran, alat 
instruksi, tenaga pengajar, mcnyusun kualifikasi ca Ion pescrta pendidikan 
dan pelatihan Administrasi. 

Dagian Kelima 
Bidang Penjenjangan 

Pasal 20 

Bidang Pcnjenjangan mempunyai tugas menyiapkan pembinaan, pelak• 

sanaan pendidikan dan pelatihan manajemen. 

Pasal 21 

Untulc menyelenggarakan tugas dimaksud Pasal 20 Peraturan Daerah ini, 
Bidang Penjenjangan mempunyai fungsi : 

a. Penyusunan rencana pelaksanaan penyelcnggaraan ~ndidikan dan 

pelatihan; 
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b. Penyusunan kualifikasi dan pembinaan tenaga pengajar, peserta dan 
alumni;

c. Penyiapan bahan pelajaran dan alat instruksi serta penyusunan 
laporan.

Pasal 22

(1) Bidang penjenjangan terdiri dari :
a. Seksi Penjenjangan Umum ;
b. Seksi Penjenjangan Dasar.

(2) Masing - masing Seksi sebagaimana dimaksud ayal (1) Pasal ini 
dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Bidang Penjenjangan

Pasal 23

Seksi Penjenjangan Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan 
pelajaran, alat instruksi, tenaga pengajar, menyusun kualifikasi calon 
peserta Ujian Dinas dan Pra Jabatan.

Pasal 24

Saksi Penjenjangan Dasar mempunyai tugas menyiapkan bahan pelajaran, 
alat instruksi, tenaga pengajar, menyusun kualifikasi calon peserta 
Penjenjangan Dasar.

Bagian Keenam

Bidang Hubungan Antar Lembaga

Pasal 25

Bidang Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas melaksanakan 
pengumpulan data dan analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan serta 
pelaksanaan pendidikan dan pelatihan.

Pasal 26

Untuk menyelenggarakan lugas dimaksud Pasal 25 Peraturan Daerah ini, 
Bidang Hubungan Antar Lembaga mempunyai fungsi :

a. Pengumpulan dan penyaringan informasi ;

b. Hubungan dengan Lembaga Pemerintah, dan Non Pemerintah;
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b. Pcnyusunan kualifikasi dan pembinaan tcnaga pcngajar, peserta dan 
alumni; 

c. Penyiapan bahan pelajaran dan alat instruksi serta penyusunan 
laporan. 

Pasal 22 

(I) Bi dang pcnjenjangan tcrdiri dari 
a. Scksi Penjenjangan Umum ; 
b. Scksi Pcnjcnjangan Dasar. 

(2) Masing - masing Scksi scbagaimana dimaksud ayat (I) Pas.ii ini 
dipimpin olch seorang Kcpala yang bcrada di bawah dan bcn.anggung 
jawab kcpada Kepala Bidang Pcnjcnjangan 

Pasal 23 

Scksi Pcnjcnjangan Umum mcmpunyai tugas mcnyiapkan bahan 
pclajaran, alat instruksi, lenaga pcngajar, mcnyusun kualifikasi calon 
pcscn.a Ujian Dinas dan Pra Jabat.an_ 

Pasal 24 

Saksi Pcnjcnjangan Dasar mcmpunyai lugas mcnyiapkan bahan pclajaran, 
.il~11 instruksi, tenaga pcngajar, mcnyusun kualifikasi, calon pcscrt.a 
Pcnjcnjangan Dasar. 

Ilagian Keenam 

Bidang Hubu:ngan Antar Lembaga 

Pasal 25 

Didang Hubungan Amar Lcmbaga mcmpunyai tugas melaksanakan 
pcngumpulan data dan analisis kcbutuhan pcndidikan dan pclatihan serta 
pclaksanaan pcndidikan dan pclatihan. 

Pasal 26 

Untuk mcnyclenggarakan 1ugas dimaksud Pasal 25 PcralUran Dacrah ini, 
Bidang Hubungan Antar Lcmbaga mempunyai fungsi : 

a. Pcngumpulan dan pcnyaringan informasi ; 

b. Hubungan dcngan Lcmbaga Pcmerintah, dan Non Pcmerint.ah : 
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c. Penyusunan rencana pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan 

pelatihan;

d. Penyusunan kualifikasi dan pembinaan tenaga pengajar, peserta dan 

alumni;

e. Penyiapan bahan pelajaran dan alat instruksi serta penyusunan 

laporan.

Pasal 27

(1) Bidang Hubungan Antar Lembaga terdiri dari :
a. Seksi Kerjasama;
b. Seksi Penyelenggaraan.

(2) Masing * masing Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini 
dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga.

Pasal 28

Seksi Kerjasama mempunyai tugas melakukan analisis jenis - jenis 
pendidikan dan pelatihan yang dibutuhkan oleh Lembaga Pemerintah, 
dan Non Pemerintah.

Pasal 29

Seksi penyelenggaraan mempunyai tugas melakukan pendidikan dan 
pelatihan serta menyediakan tenaga pengajar dan .membina peserta 
pendidikan dan pelatihan.

Bagian Ketujuh 

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 30

(1) Kelompok Jabatan Fungsional DIKLAT mempunyai tugas melakukan 
kegiatan dalam menunjang tugas DIKLAT.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud ayal (1) Pasal ini terdiri dari 
Widyaiswara dan Jabatan Fungsional lainnya apabila diperlukan.

(3) Jumlah Jabatan Fungsional dimaksud ayat (2) Pasal ini ditetapkan 
berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.

71

c. Penyusunan rencana pclaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan 

pelatihan; 

d. Penyusunan kualiftkasi dan pembinaan tenaga pengajar, peserta clan 

alumni: 

e. Penyiapan bahan pelajaran dan alat instruksi serta penyusunan 
laporan. 

Pasal 27 

(1) Bidang Hubungan Antar Lembaga tcrdiri dari : 
a. Seksi Kerjasama ; 
b. Seksi Penyelenggaraan. 

(2) Masing • masing Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pas.al ini 
dipimpin olch seorang Kepala, yang bcrada di bawah dan benanggung 
jawab kepada Kepala Bidang Hubungan Antar Lcmbaga. 

Pasal 28 · 

Seksi Kerjasama mempunyai tugas melakukan anatisis jenis · jenis 
pendidikan dan pelalihan yang dibutuhkan oleh Lcmbaga Pemerint.ah, 
dan Non Pemerint.ah. 

Pasal 29 

Seksi pcnyelcnggaraan mcmpunyai tugas mclakukan pcndidikan dan 
pelatihan scrta menycdiakan tcnaga pcngaja.r dan _membina pcscrt.a 
pendidikan dan pelatihan. 

Bagian Ketujuh 

KeJompok Jabatan FungsionaJ 

Pasal 30 

( 1) Kelompok Jabatan Fungsional DIKLAT mempunyai tugas mclakukan 
kegiatan dalam menunjang tugas DIKLAT. 

(2) Kelompok Jabat.an Fungsional dimaksud ayat (1) Pasal ini terdiri dari 
Widyaiswara dan Jabat.an Fungsional lainnya apabila dipcrlukan. 

(3) Jumlah Jabat.an Fungsional dimaksud ayal (2) Pasal ini ditciapkan 
berdasarkan sifat, jcnis dan beban kcrja. 



(4) Pembinaan terhadap Pejabat Jabatan Fungsional dilakukan sesuai 
dengan peraturan perundang * undangan yang berlaku.

B A B IV

TATAKERJA

Pasal 31

Kepala DIKLAT dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan 
yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 32

Dalam melaksanakan lugasnya Kepala DIKLAT. Kepala Bagian Tala 
Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib 
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal 
dan horizontal, baik didalam lingkungan masing - masing maupun antar 
satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan 
instansi lain sesuai dengan tugas masing - masing.

Pasal 33

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengawasi bawahan­
nya masing - masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil 
langkah - langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang - 
undangan yang berlaku.

Pasal 34

(1) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi bertanggung jawab memimpin dan 
mengkoordinasikan bawahannya masing - masing serta memberikan 
bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

(2) Seliap Pimpinan dalam Satuan Organisasi wajib mengikuti dan 
mematuhi petunjuk-petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan 
masing - masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada 
waktunya.

(3) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari 
bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan 
laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk- 
petunjuk kepada bawahan.
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(4) Pembinaan tcrhadap Pejabat Jabatan Fungsional dilakukan sesuai 
dcngan pcraturan pcrundang • undangan yang bcrlaku. 

8 AB IV 

TATAKERJA 

Pasal 31 

Kcpala DIKLAT dalam mclaksanakan tugasnya bcrdasarkan kcbijaksanaan 
yang ditctapkan oleh Gubemur Kcpala Dacrah. 

Pasal 32 

Dalam mclaksanakan 1ugasnya Kcpala DIKLAT, Kepala Bagian Taia 
Usaha, Kcpala Bidang, Kcpala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib 
mcncrapkan prinsip koordinasi, imcgrasi dan sinkronisasi secara vcrtikal 
dan horizont.al, baik didalam lingkungan masing. masing maupun antar 
satuan organisasi dalam lingkungan Pcmcrint.ah Dacrah serta dcngan 
instansi lain scsuai dcngan tugas masing • masing. 

Pasal 33 

Sctiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mcngawasi bawahan­
nya masing • masing dan bila tcrjadi penyimpangan agar mcngambil 
langkah • langkah yang dipcrlukan scsuai dengan pcraturan pcrundang -
undangan yang bcrlaku. 

Pasal 34 

(I) Sctiap Pimpinan Saluan Organisasi bertanggung jawab mcmimpin dan 
mcngkoordinasikan bawahannya masing - masing scrta mcmberikan 
bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. 

(2) Sctiap Pimpinan dalam Satuan Organisasi wajib mengikuti dan 
mcmatuhi petunjuk - pe1unjuk scrta benanggung jawab kcpada atasan 
masing - masing dan menyiapkan · laporan bcrkala lepal pada 
waktunya. 

(3) Sctiap laporan yang ditcrima- oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari 
oowahan wajib diolah dan dipergunakan scbagai bahan pcnyusunan 
laporan kbih lanjul dan dijadikan bahan untuk mcmbcrikan petunjuk­
pctunjuk kcpada bawahan. 
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Pasal 35

(1) Widyaiswara dan Jabatan Fungsional lainnya berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala DIKLAT. .

(2) Kegiatan - kegiatan dimaksud ayat (1) Pasal ini dikoordinasikan 
dengan Bidang terkait

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 36

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur 
kemudian sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Pasal 37

(1) Pembinaan urusan kepegawaian DIKLAT dilakukan oleh Menteri 
Dalam Negeri.

(2) Pembinaan teknis Jabatan Fungsional dilakukan oleh instansi Pembina 
Jabatan Fungsional bersangkutan.

BAB VI

KETENTUAN LAIN • LAIN

Pasal 38

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang 
mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala 
Daerah.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, 'semua ketentuan yang 
bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
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Pasal 35 

(1) Widyaiswara dan. Jabalan Fungsional lainnya berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala DIKLAT .. 

(2) Kegiaaan - kegialan dimaksud ayat ( 1) Pasal ini dikoordinasikan 
. dengan Bidang terkaiL 

BAB V 

KEPEGAWAIAN 

Pasal 36 

Jenjang jabatan dan kepangkatan scna susunan kcpcgawaian diatur 
kemudian scsuai dengan peraluran pcrundang - undangan yang bcrlaku. 

Pasal 37 

(1) Pembinaan urusan kepegawaian DIKLAT dilakukan oleh Mcntcri 
Dalam Ncgeri. 

(2) Pcmbinaan teknis Jabatan Fungsional dilakukanolch instansi Pembina 
Jabatan Fungsional bersangkutan. 

BAB VJ 

KETENTUAN LAIN • LAIN 

Pasal 38 

Hal - ha! yang belum diatur dalam Peratunm Dacrah ini scpanjang 
mengenai pelaksanaaanya. diatur lcbih lanjut olch Gubcrnur Kcpala 
Daerah. · 

B A B VII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 39 

Pada saat bcrlakunya Pcraturan Dacrah m1, scmua kctcntuan yang 
bcrtcniangan dcngan Pcraturan Daerah ini dinyatakan tidak bcrlaku lagi. 
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Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

'Semarang, 27 April 1993

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH 

KETUA,

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I 

JAWA TENGAH

l!d.

Dr». H. SOEPARTO TJITRODIHARDJO

tld

ISMAIL

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusannya tanggal 
31 Desember 1993 Nomor : 107 Tahun 1993

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa 
Tengah Nomor : 2 Tanggal : 17 Pebruari 1994

Seri D No. : 2

SEKRETARIS WILAYAH DAERAH TINGKAT 1 
JAWA TENGAH

ttd.

Drs. POEDJIHARDJO

Pembina Utama Madya 
NIP. : 010 052 851
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Pasal 40 

Pcraluran Dacrah ini mulai berlaku pada Langgal diundangkan. 

Agar supaya seliap orang mengeLahuinya. memerintahkan pengundangan 
Peraturan Dacrah ini dengan penempaLannya dalam Lembaran Daerah 
Propinsi Dacrah Tingkat I Jawa Tengah. 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH 

KE TUA, 

· Semarar19, 27 A4),i 1993 

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I 
JAWA TENGAH 

lid. 
nd. 

On. H. SOEPARTO TJITRODIHARDJO ISMAIL 

Disahkan olch Mcntcri Dalam Ncgcri dcngan Kcputusannya Langgal 
31 Dcscmbcr 1993 Nomor : 107 Tahun 1993 

Diundangkan dalam Lcmbaran Dacrah Propinsi Dacrah Tingkat I Jawa 
Tcngah Nomor 2 Tanggal : 17 Pebruari 1994 
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Seri :. D No. ; 2 

SEKRET ARIS Wll..A Y AH DAERAH TINGXA T I 
JAWA TENGAH 

ltd. 

Drs. POEDJIHARDJO 

Pcmhina Utama Madya 
NIP. : 01005:? 851 



PENJELASAN

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I 
JAWA TENGAH

NOMOR : 5 TAHUN 1993

TENTANG

ORGANISASI DAN TATAKERJA PENDIDIKAN DAN 
LATIHAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

I. PENJELASAN UMUM.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 
1984 tentang Organisasi dan Tatakerja Pendidikan dan Latihan 
Propinsi, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1985 
tentang Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 
Tahun 1984, di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dibentuk 
Pendidikan dan Latihan Propinsi dengan Keputusan Gubernur Kepala 
Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 061 /16/ 1985.

Dalam rangka peningkatan dan pengembangan pengetahuan, 
ketrampilan dan keahlian Pegawai Negeri Sipil jajaran Departemen 
Dalam Negeri di Daerah, Menteri Dalam Negeri menerbitkan Ke­
putusan Nomor 19 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tatakerja 
Pendidikan dan Latihan Propinsi Daerah Tingkat I untuk mengganti 
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1984.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka sesuai dengan 
Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 1992 tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 
Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tatakerja Pendidikan dan Latihan 
Propinsi Daerah Tingkat I, Organisasi dan Tatakerja Pendidikan dan 
Latihan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah perlu disesuaikan 
dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 1992 dan 
menetapkannya dalam Peraturan Daerah.
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PENJELASAN 

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I 
JAWA TENGAH 

NOMOR : S TAHUN 1993 

TENTANG 

ORGANISASI DAN TATAKERJA PENDIDIKAN DAN 
LA TIHAN PROPINSI DAERAH TING KAT I JA WA TENGAH 

I. PENJELASAN UMUM. 

Berdasarkan Kepu1usan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 
1984 tentang Organisasi dan Ta1akcrja Pendidikan dan Latihan 
Propinsi. dan Instruksi Mcnleri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1985 

tenlang Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Ncgcri Nomor 64 
Tahun t 984, di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dibentuk 
Pendidikan dan Latihan Propinsi dengan Keputusan Gubernur Kcpala 
Oaerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 061 / 16 / 1985. 

Dalam r:mgka peningkatan dan pengcmbangan pcngc1ahuan. 
kctrampilan dan kcahlian Pcgawai Ncgcri Sipil jajaran Dcpartcmcn 
Dalam Negeri di Daerah. Men1eri Dalam Negeri mcnerbitkan Kc­
putusan Nomor l 9 Tahun 1992 tcntang Organisasi dan Tatakerja 
Pendidikan dan L:uihan Propinsi Daerah Tingkat I untuk mcngganti 
Kcputusan Mcnteri Dalam Ncgeri Nomor 64 Tahun 1984 . 

.Schubungan dengan hal tersebut di atas. maka scsuai dcngan 
lnstruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 1992 tcntang 
Petunjuk Pel:iksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 
Tahun I 992 tentang Organisasi dan Tatakcrja Pendidikan dan Latihan 
Propinsi Dacr::ih Tingkat I. Orianisasi dan Talakcrja Pcndidik:m dan 
Latihan Propinsi Daerah Tingkal I Jawa Tengah pcrlu disesuaikan 
ucngan Kcputusan Mcntcri Dalam Ncgcri Nomor 19 Taltun 199:? dan 
menctapkannya dalam Pcraturan Dacrnh. 
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II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s.d. Pasal 2 Cukup jelas.

Pasal 3 Tugas DIKLAT dimaksud Pasal 3 Per­
aturan Daerah ini adalah sebagai koordi­
nator. apabila pendidikan dan pelatihan 
yang karena sifatnya sangat teknis perlu 
diselenggarakan sendiri oleh Dinas, In­
stansi, Lembaga. Unit Kerja dilingkungan 
Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I 
Jawa Tengah.

Pasal 4 s.d. Pasal 40 Cukup jelas.
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II. PENJELASAN PASAL DE~U PASAL. 

Pasal s.d. P~1sal ~ 

Pasal ~ 

Pasal -4 s.d. Pasal 40 
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Cukup jclas. 

Tuias DI KLA T dimaksud Pasal 3 Pcr­
aturan Daerah ini adalah sebag:ii koorJi­
nator. apabila pendidikan dan pelatihan 
yang karcna sifatnya s:mgat tcknis pcrlu 
diselenggarakan scndiri oleh Dinas, In­
stansi. Lcmbaga. Unit Kcrja dilingkungan 
Pcmcrintah Propinsi Dacrah Tingkat I 
Jawa Tcngah. 

Cukup jelas. 



BAGAN ORGANISASI PENDIDIKAN DAN 
LATIHAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I 

JAWA TENGAH

LAMPIRAN : Peraturan Daerah Propinsi Daerah 
Tingkat I Jawa Tengah 
Tanggal 27 April 1993 
Nomor : 5 Tahun 1993

KEPALA DIKLAT

BAGIAN 
TATA USAHA

SEKSI

£ 1

£
BIDANG 

TEKNfi FUNGSKMAl

SEKSI SEKSI
PEMERINTAHAN PEMBANGUNAN ADMNISTRASI

£—_ 

SEKSI 
PENJENJANGAN 

UMUM

KELOMPOK 
JABATAN FUNGSIONAL

1

I

SUB BAGIAN 
KEUANGAN

SUB BAGIAN 
PROGRAM

BIDANG 

PENJE RAJANGAN

--------- 1
SEKSI 

PENJENJANGAN 
DASAR

SUB BAGIAN 
PERPUSTAKAAN

BIDANG 
HUBUNGAN ANTAR 

LEMBAGA

SEKSI 
KERJASAMA

SEKSI 
PENYELENGGARA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

PROPINSI DAERAH TINGKAT I 

JAWA TENGAH 

KETUA,

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I 

JAWA TENGAH

ttd 
ttd

-j 
~j Drs. II. SOEPARTO TJITROD1HARDJO ISMAIL-.I 
-..J 

.HAGAN ORGAMSASI PENDIDIKAN DAN 
LATIHAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I 

J~WA TENGAH 

SEKSI SEKSI 
PEIIEllllff o\HAN PEM8ANGIJNAN 

KEPALA OIKLAT 

KELOMPOK 
JABAT AN FUNGSIONAL 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
PROPINSI DAERAH TINGKAT I 

JAWA TENGAH 
KETUA, 

ud 

Drs. II. SOEPARTO TJITRODIHJ\Rl>JO 

LAMPIRAN Pcraturan Dacrah Propinsi Daerah 
Tingkat I Jawa Tcngah 

u~ 
AOMNSfAASI & UMUU 

Tanggal 27 April 1993 
Nomor : S Tahun 1993 

IMl!AN 
TATA USJ,HA 

SUB 8"GWI 
PIIOGAAII 

SUB~ 
PEAPUSl'AIWH 

Bl.DANG 
PENJEIWo\llGo\N 

S£KSI 
PUU£11J,\NG,\N 

1/M,JM 

SEKSI 
PENJEIU\r«;AN 

DASA11 

SUSI 
KElUASAMA 

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINOKAT I 
JAWA TENGAH 

ud 

ISMAIL 


